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KEBIJAKANPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
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Abstract 

 

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Perspektif Stakehoder dengan indikator 

pengelolaan aset negara yang optimal, Perspektif Pelanggan dengan indikator administrasi dan 

keamanan aset negara yang akuntabel, dan pengawasan dan kontrol yang efektif, Perspektif 

Proses Internal dengan indikator studi kualitas dan kebijakan serta jaminan kepastian hukum, 

Layanan Prima, Peningkatan Pemahaman Publik di Bidang Kekayaan Daerah, Peningkatan 

Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Peningkatan Pemantauan 

dan Evaluasi serta Pelaporan Kemampuan Properti Daerah dan akhirnya Perspektif 

Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Peningkatan Pemahaman Karyawan di 

Bidang Manajemen Properti Regional, Pengembangan Organisasi yang Andal dan Modern, 

Realisasi Tata Kelola yang Baik, dan Sistem Informasi Kekayaan Regional yang Andal 

menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa Kebijakan 

Manajemen Properti Daerah di Kabupaten Ponorogo jika kita menganalisisnya dengan teori 

Balance Score Card menunjukkan bahwa itu secara keseluruhan baik. 
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Pendahuluan 

 

Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) salah satunya pengelolaan Asset 

Daerah sangat penting untuk mewujudkan 3 

T yakni  Tertib Administrasi, Tertib Fisik 

dan Tertib Hukum yang merupakan 

Strategic Asset Man-agement yang didalam 

pelaksanaan-nya mensinergikan antara 

fungsi perencanaan, penganggaran, pe-

ngelolaan, dan pertanggungjawaban, 

selanjutnya diharapkan akan mem-berikan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. Me-

nurut Ibu Sri Mulyani pada SindoNews.Com 

tanggal 27 September 2018 mengatakan 

bahwa barang milik negara (BMN) 

mencerminkan peradaban suatu negara. 

Selain itu, mencerminkan kemampuan suatu 

negara me-rencanakan dengan baik dan 

bagaimana suatu Kementerian dan Lembaga 

(K/L) mengelola pem-bangunandengan 

kualitas yang bagus. 

Berdasarkan pada Keputusan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo 

selaku Pengelola Barang Nomor : 

188.4/005/405.27/2019 Tentang Penunjukan 

Pejabat Pe-natausahaan Pengguna Barang 

dan Pengurus Barang/Pengurus Barang 

Pembantu, Penyimpan Barang/ Penyimpan 

Barang Pembantu dan Atasan Langsung 

Pengurus Barang/ Pengurus Barang 

Pembantu /Penyimpan Barang/Penyimpan 

Bar-ang Pembantu pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 

Anggaran 2019 sebagai Bagian dari Proses 

Internal Pem-erintah daerah Kabupaten 

Ponorogo untuk menjamin kepastian hukum 

dan dalam rangka melakukan 

pengorganisasian yang akan me-laksanakan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Ponorogo. 

Dengan diraihnya opini Wajar Tanpa 

Pengecualian dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia atas LKPD 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara 

tahun 2012-2018 idealnya Pengelolaan 

Barang Milik Daerah sebagai bagian dari 

Manajemen Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah sudah berjalan dengan sangat 

baik sebagaimana ketentuan dalam. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Namun dalam 

kenyataannya masih banyak problematika 

dan temuan atas kurang berjalannya 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo 

sehingga saat dilakukan audit banyak 

ditemukan berbagai kelemahan dan kasus 

mal-administrasi yang masih terjadi. Hal itu 
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sangat mengkhawatirkan jika diperhatikan 

lebih lanjut mengingat atas besarnya nilai 

Asset Tetap Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo yang mencapai Rp. 

2.573.185.745.657,32 di Tahun 2018.  

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian bertujuan meng-hasilkan 

analisis Kebijakan Peng-elolaan Barang 

Milik Daerah dengan pendekatan Balance 

Score Card.  Lebih jauh akan dianalisis 

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditinjau 

dari aspek Perspektif Stakeholder, Customer 

Perspektif, Internal Bussines Process 

Perspektif dan Learning and Growth 

Perspektif. Manajemen aset daerah meliputi 

beberapa tahap yaitu : perencanaan 

kebutuhan, penganggaran, pengada-an, 

pendistribusian (termasuk  penyimpanan), 

penggunaan, pe-meliharaan, dan 

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari 

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan 

aset daerah harus diketahui dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

melalui legislatif.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Indikator Pengelolaan ke-kayaan 

negara yang optimal di Kabupaten Ponorogo 

saat ini seiring dengan predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian yang didapat dari BPK 

Republik Indonesia selama 7 tahun berturut-

turut sudah baik. Namun masih terdapat 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara 

lain Pensertifikatan tanah-tanah asset 

bengkok Eks. Kelurahan yang bisa 

didayagunakan untuk meningkatkan PA dan 

juga reinventarisasi Barang Milik Daerah 

seperti Kendaraan Dinas dan yang dikuasai 

Pihak lain. 

Indikator Pengawasan dan 

pengendalian yang efektif Barang Milik 

Daerah di Kabupaten Ponorogo bahwa 

Upaya Yang Harus dilakukan oleh 

Pengelola Barang Milik Daerah Dalam 

Melaksanakan Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah Secara 

efektif dapat dilakukan dengan cara: (1) 

Menyusun aplikasi SSH untuk menjamin 

kepastian harga barang yang akan dibeli; (2) 

Pemasangan tanda asset daerah pada tanah 

dan bangunan yang menjadi asset Pemkab. 

Ponorogo; (3) Melakukan labeling Asset 

secara terarah; (4) Menambah Jumlah 

Penilai Barang Milik Daerah; dan (5) 

Terhadap barang yang sudah tidak bisa 

dipakai dilakukan penghapusan untuk 

optimalisasi kinerja SKPD. 

Indikator Kajian dan Kebijakan yang 

berkualitas serta menjamin kepastian hukum 

diketahui bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ponorogo masih dalam proses 

melakukan kajian dan menyusun Kebijakan 

yang berkualitas serta menjamin kepastian 

hukum terkait Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

Indikator Pelayanan Prima 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Ponorogo berada pada skala 71-

85 dalam kategori Baik. Indikator 

Peningkatan Pemahaman Masyarakat di 

Bidang Kekayaan Daerah di Kabupaten 

Ponorogo terdapat beberapa upaya yang 

diambil dalam rangka peningkatan 

pemahaman Masyarakat dibidang Kekayaan 

Negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ponorogo dilakukan dengan cara (1) 

Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) 

Pemasangan papan Borm (Papan) Tanda 

Tanah Milik Negara; (3) 

Mengadministrasikan dengan baik atas 

pemakaian tanah milik daerah. 

Indikator Peningkatan Efisi-ensi dan 

efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah di 

Kabupaten Ponorogo langkah konkrit  

Pening-katan Efisiensi dan Efektivitas  

Pengelolaan Kekayaan Daerah oleh 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan 

dengan cara: (1) Mulai ditata Asset-Asset 

kita kemudian kita tertibkan untuk Asset 

yang tidak bergerak untuk di sertifikatkan 

dan khususnya Eks. Bengkok yang belum 

tersertifikat; (2) Membuat suatu Data Base 

BMD yang berisi data Asset Tetap total 

perjenis dan perkelompok yang di 

integrasikan antara server di BPPKAD 

dengan SKPD berisi data asset tetap; (3) 

Menyediakan ang-garan yang cukup guna 

optimalisasi pengelolaan BMD; (4) 

Meningkat-kan capabilitas Aparatur 

Pelaksana dengan diklat; dan (6) 

Membangun sinergi dengan BPKP untuk 

pendampingan. 

Indikator Peningkatan Mo-nitoring 

dan Evaluasi serta Ke-patuhan Pelaporan 

Barang Milik Daerah di Kabupaten 

Ponorogo beberapa langkah yang ditempuh  

dilakukan melalui: (1) Mengadakan 
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BIMTEK Pengurus Barang kepada semua 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) 

Membuat Surat Permintaan Laporan RKBU, 

Semesteran kepada semua Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD); (3) 

Merekonsiliasikan Belanja Modal disetiap 

bulan; dan (4) Monitoring ke seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

 

Penutup 

 

Penelitian yang telah di-lakukan 

mengenai Kebijakan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo 

seiring dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian oleh BPK RI atas LKPD 

antara tahun anggaran 2012-2018 secara 

keseluruhan baik wawancara maupun 

analisa terhadap kuesioner diperoleh hasil 

yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dari segi Manajemen Strategis sektor Publik 

dalam rangka mencapai Good Governance 

sudah sangat baik dan memenuhi standart. 

Semua Pihak baik Eksekutif, 

Legislatif, Lembaga Sosial/ Keagamaan 

ataupun instansi vertical sepakat Bahwa 

kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Ponorogo berjalan baik relevan 

dengan opini WTP 7 tahun berturut-turut. 

Meskipun demikian haruslah tetap 

memperhatikan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah secara penuh. 

Permasalahan terkait tata-kelola 

Barang Milik Daerah khususnya asset 

daerah sangatlah kompleks seiring dengan 

per-kembangan daerah tersebut. Dapat kita 

contohkan apabila pemerintah daerah 

mempunyai sebidang tanah di Pusat Kota 

yang masih kosong namun belum diberikan 

papan borm dan diurus sertifikat 

kepemilikannya yang terjadi maka saat ada 

Pihak lain yang mengaku bahwa sebagai 

pemilik syah tanah yang sebenarnya asset 

pemerintah daerah tersebut akan sulit untuk 

dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan 

pentingnya tertib administrasi karena akan 

menciptakan tertib secara aspek hukum. 
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